BAB IV
ANALISISPELAKSANAAN TAKE OVER PADA PERBANKAN SYARIAH
(STUDI KASUSTAKE OVER KPR DARI BMI KE BRI SYARIAH
CABANG SERANG MENGGUNAKAN AKAD QARDH DAN

MURABAHAH)

A. Analisis Pelaksanaan Take Over KPR Di BRI Syariah Cabang Serang
menggunakan Akad Qardh dan Murabahah)

Pelaksanaantransaksi pengalihan hak dan kewajibgake over)
secara sekilas hampir serupa dengan transaksi lpemgdutang(hiwalah)
yaitu dalam hal subyek, obyek, serta pernyataaapgadstan dalam transaksi.
Akan tetapi fasilitastake overyang diberikan Bank BRI Syariah cabang
Serang disini menggunakan akgatdh.

Qardhyaitu memberikan (menghutangkan) harta kepada deang
tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan alergengganti yang
sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapgan y\|ang menghutangi
menghendaki. Maksudnya vyaitu mugridh memberikan gardh kepada
mugqtaridh tanpa mengahrapkan imbalan, akan tetapigtaridh harus
mengembalikan dengan pengganti yang sama kepadadh Mugridh juga
dapat meminta atau menagih kapan saja kepadgratidh berdasarkan

kesepakatan.

! M. Yazid Afandi, Figih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembagaategan
Syariah Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009, h. 137
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Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi sisntuk mencari
keuntungan komersial, akan tetapi bertujuan urdgldng menolong, dan tidak
diperkenankan mengambil keuntungan dari akad tetselika dengan
pinjaman ini nasabah berinisiatif untuk mengemizalikebih dari pinjaman
pokok, bank sah untuk menerimanya, selama kelebitesisebut tidak
diperjanjikan di depan.

Pinjam meminjam adalah memberikan sesuatu yand keymda
orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidakus&k zatnya, dan akan
mengembalikan barang yang dipinjamnya tadi dalamd&an utuf. Dari
definisi ini menunjukkan bahwa pinjam meminjam daltslam hanya untuk
diambil manfaatnya tanpa diperbolehkan bagi pifatgymeminjamkan untuk
mengambil keuntungan dari pihak yang meminjamkan.

Dalam hal pinjam meminjam uang atau dalam istilatabfiya
dikenal dengaal-gardh dibedakan menjadi dua macam vyaitu :

1. Qardh al-hasanyaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, mhma
pihak yang dipinjami sebenarnya tidak ada kewajib@@ngembalikan.
Adanyagardh al-hasanini sejalan dengan ketentuan Al-Quran surat At
Taubah ayat 60 yang memuat tentang sasaran atag-arang yang
berhak atas zakat, yang salah satunya adalsrim yaitu pihak yang
mempunyai utang di jalan Allah. Melalgjardh al hasanmaka dapat
membantu sekali orang yang berutang di jalan Allaimtuk

mengembalikan utangnya kepada orang lain tanpayad&awajiban

2Abdul Ghofur Anshori,Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indones@Gitra
Media, Yogjakarta, 2006y.123.
3 Abdul Ghofur AnshoriOp.Cit,h.123
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baginya untuk mengembalikan utang tersebut kepaitak pyang
meminjami. Keberadaan akad ini merupakan karakitertgari kegiatan
usaha perbankan syariah yang berdasarkan padgpadlmsg menolong.
2. Al-gardhyaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dekgaajiban
mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami.

Dengan demikian, untuk lebih jelasnya apakah palzantake
over yang ada dalam pembahasan ini di BRI Syari'ah ensedapat
disejajarkan dengan syarat dan rukiandh Qardh dapat berjalan dengan sah
jika masing-masing pihak terpenuhi syarat dan ralgan

Ketentuan al gardh menurut fatwa DSN-MUI  No.

19/DSNMUI/IV/2001. Adapun rukun dari akagrdhsebagai berikut :

=

Peminjam uqgtaridh

N

. Pemberi pinjamamguqgridh

w

Jumlah danagardh)

&

ljab gabul(shigha)

Dalam perbankan syariah, akad ini dijalankan urftuigsi sosial
bank. Dananya bisa diambil dari dana zakat, infagshdagah yang dihimpun
oleh bank dari paraghniya’ atau diambil dari sebagian keuntungan bank.
Bank kemudian membuat kriteria tertentu kepada b@sayang akan
mendapatkan produlqardh Kriteria tersebut berlandaskan pada tingkat
kemiskinan dan kekurangmampuan nasabah. Akan jebin lefektif jika
pinjaman yang diberikan dipergunakan untuk kepegatinproduktif bukan

untuk konsumtif. Adapun cara pengembaliannya dengara diangsur,
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maupun dibayar sekaligus. Jika pinjaman sudah diatikan, bank dapat

memutar kembali secara bergulir.

Dalam Islam akad dinyatakan sah apabila memenwdrasgyarat
dan rukun-rukun yang diperlukan dalam pembentukaad.aAdapun rukun
tersebut adalataqgid yaitu muqridh (orang yang memberikan utang) dan
mughtaridh(orang yang berhutangnauqud-alaih (berupa utang atau uang)
danshighat(ijab gabul).

Dari sisi mugridh (orang yang memberikan utang), Islam
menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bamteada orang lain
yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Darimsiqtaridh utang
bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkarena seseorang
berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan baraag aeang yang
diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhannya, daakan mengembalikan
persis seperti yang diterimanya.

1. Mugridh dan mughtaridh harus orang yang melakukdasharuf atau
memiliki ahliyatul ada’. Qardh tidak boleh dilakukan oleh anak dibawah
umur. Di Bank BRI Syari'ah cabang Serang sendirtikke akan
melakukan akad maka nasabahu@tarid) minimal harus berumur 21
tahun ke atas dan dengan membawa fotocopy KTP yK@&enda
Penduduk), selain itu juga disyaratkan memiliki gleasilan jelas
dibuktikan slip gaji dari tempat kerja. Karena pengajuantake over
pembiayaan KPR maka syarat utama selain menyeraiokacopy KTP

diharuskan membawa bukti pembiayaan KPR dari bamal. Dalam hal
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ini nasabah dianggap cakap melakukan tindakankardaéhukum serta
mengetahui akibat yang dapat ditimbulkan dari tkadenya tersebut. Dan
seorang nasabahjuga dianggap berkemampuan dan layak untuk
melakukan transaksi. Dengan demikian pengajaie overpembiayaan
KPR disini sah apabila dilakukan oleh orang yargpbudewasa atau yang
mempunyai penghasilan cukup.

. Mugridh dalam hal ini adalah sebagai pihak Bank BRI Sghricabang
Serang yang dipercaymaugtaridh (nasabah) untuk mendapatkan utang.
Mugridh (BRI Syariah) memfasilitasi pelunasan KPR di BMhdan akad
gardh kemudian menjual piutangnya kepaatuqtaridh dengan akad
murabahah Mugqtaridh menerima akadqardh sebagai pembayaran
piutangnya kepada BMI dan menerima akadrabahahsebagai bentuk
penyelesaian piutang akgdrdh pada BMI.

. Mauqud‘Alaih (barang/utang)

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafiiyah dan
Hanabilah yang menjadi objek akad dalam akgddh yaitu berupa
barang-barang yang ditakar dan ditimbang. Sedangkiamafiyah
mengemukakan bahwmauqud’alaih hukumnya sah dalarmal mitsli
dengan tambahan barang-barang yang dapat dihiRaigm prakteknya
di Bank BRI Syari'ah bentuk pinjaman yang diberikatu berupa uang,

dan uang tersebut digunakan untuk pelunasan KERAH
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4. Shighat(ijab gabul)
Kesepakatan yang dicapai oletuqtaridh (nasabah) damugqridh (bank
BRI Syariah cabang Serang) dalam melakukan transdikuangkan
dalam Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SR3)y @i dalamnya
terdapat identitas kedua belah pihak, serta kederitetentuan yang harus
disepakati oleh kedua belah pihak, sebagaimaneaddkan dalam bab 3
(hal 16).

Aspek penting dari keberlangsungan tersebut adadhnya
kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak urgngikatkan diri kedalam
akadqgardh dan kesepakatan tersebut membawa konsekuengitéega akad
lain yaitu akadnurabahah
a. Fungsi akadjardhsebagai jembatan terhadap akadrabahah

Dalam kontek penerapaake overakadgardh di Bank BRI
Syariah cabang Serang tidak murni dilaksanakanateagadgardh saja
akan tetapi ada akad lain yang menyertainya ya&iaa emurabahahyang
merupakan satu rangkaian akad dalam pembahasam. di s

Seorangnugtaridhtidak mungkin melakukan akad jika ia tidak
menyetujui akan adanya akadirabahahyang diterapkan oleh Bank BRI
Syariah fnhugridh) Oleh karena itu jika ada dua orang yang mengadaka
satu akad dengan lafadz akaghrdh dengan syarat adanya akad
murabahahmaka akad ini dipandang sebagai akadrabahah karena
akad terakhir ini yang ditunjukkan oleh maksud darakna dari

pembuatan akad.
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b. Akad gqardhdanmurabahahsebuah rangkaian dari dua akad yang berbeda
Dalam fasilitastake overakad murabahahdi sini berfungsi
untuk melanjutkan atau tidaknya pelaksangardh, karena akadjardh
tidak mungkin terlaksana bila salah satu pihakktideenyepakati akad
murabahah maka akadmurabahahberfungsi sebagai penyempurnaan
akad gardh Akan tetapi seorang nasabah dapat melakukan akad
murabahah saja karena pada prinsipnya Bank BRI Syariah dalam
menetapkan akad pembiayaan KPR itu menggunakamalabahah
Pembiayaanmurabahah juga memungkinkan adanydhamman
(jaminan), karena sifat dari pembiayaan merupakaal jbeli yang
pembayarannya tidak dilakukan secara tunai, makggtangan pembayaran
tersebut merupakan hutang yang harus dibayar roleytari Bank Syariah
(ba’i) memberlakukan prinsip kehati-hatian dengan merigendhomman
pada nasabah.
Akad murabahah dalam take over yang dilakukan oleh BRI
Syariah, adalah sebuah rangkaian yang tidak térasa dari akad
sebelumnya yaitgardh.Posisigardhadalah sebagai akad pembelian atas aset
milik nasabah yang ada di BMI oleh BRI Syariah gghhdentuk pengalihan
hutang yang dibenarkan oleh Fatwa DSN No. 31/DSN/MIR002 alternatif
ke |. Bagian aset yang dibeli oleh BRI Syariah adatejumlah sisa hutang

pokok nasabah di BMI.

* Muhammad;Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin @aBank SyariahCet.
Ketiga, Ull Press, Yogyakarta, 2003, h. 110.
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Setelah BRI Syariah membeli asset nasabah dari dvigan akad
gardh, maka asset tersebut dijual kembali oleh nasabahada BRI Syariah
untuk melunasigardh-nya, kemudian BRI Syariah menjualnya lagi kepada
nasabah dengan menggunakan akadabahah Dalam akad ini, pihak Bank
merinci jumlah asset yang dibelinya, kemudian mmargguntungan yang
disepakati dua belah pihak dan bentuk pembayararsgerti yang telah
dijelaskan di bab sebelumnya.

Di Bank BRI Syariah cabang Serang sendiri untukdeead yang
dilakukan telah memenuhi syarat dan rukunnya, dan&atika nasabah
mengajukan pembiayadaake overmaka nasabah harus menandatangani Surat
Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) yang di dgfanerdapat akadardh
dan akadmurabahahyang harus diketahui oleh kedua belah pihak yakni
nasabah dan pihak Bank BRI Syariah.

Bank BRI Syariah cabang Serang tidak mengambil tkexgan dari
akad gardh akan tetapi ada biaya administrasi yang timbulay®
administrasi ini untuk biaya perlengkapan dan biayeaga kerja.

Dari sisi mugridh (orang yang memberikan utang), Islam
menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bahiada orang lain
yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Darimsiqtaridh utang
bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkarena seseorang
berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan baraag aang yang
diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhannya, daakan mengembalikan

persis seperti yang diterimanya.
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Adapun hikmah disyariatkannygardh (utang piutang) dapat
membantu mereka yang membutuhkan, yaitu membengdajaman uang
tanpa dibebani tambahan bunga. Kemudian dapat nmmmkan jiwa ingin
menolong orang lain, menghaluskan perasaannyanggghiia peka terhadap
kesulitan yang dialami oleh saudaranya, teman,tatangganya.

Adapun tabel dari teogardh dan prakteknya di Bank BRI Syariah

cabang Serang sebagai berikut:

Praktek Qardh
di BRI Syariah Serang
a) Rukun dan syaragardh 1) Mugridh (BRI Syariah),
1) Mugridh (pemberi hutang)2) mugtaridh (nhasabah), dewasa,
harus seorang ahliyat 4 berumur di atas 21 tahun dan
tabarru (layak bersosial dan menyerahkan identitas  difri

Teori gardh

—
1

tidak adanya paksaan yang disyaratkan oleh pihak
2) Mugqtaridh (penerima bank, memiliki pengasilan yang

hutang) harus orang yang jelas dibuktikan dengan slip

dibolehkan melakukan  gaji dari tempat kerja.

—

tasharuf atau  memiliki3) Mauqud alaih adalah ase
ahliyatul ada, tidak sah nasabah yang diambil alih BR
apabila dilakukan oleh anak Syariah dari BMI denga
kecil atau orang gila. skemagardh

3) Mauqud alaih (barang atay4) Shigatnya; Mugridh (BRI
uang) barang yang dihutang Syariah), melunasi aset nasabah
harus sesutau yang bisa berupa KPR di BMI dengan

_J—

diakad salam/bisa  akad gardh, kemudian menjyal
dihutangkan dan bisa kembali aset tersebut ke
ditimbang dan ditakar. mugqtaridh dengan akad

4) Shighat (ijjab gabul) jelas, murabahah.
dimengerti  kedua belah
pihak sehingga tidak ada

kesalahpahaman.

Keterangan:
Dalam prakteknya, pihaknugridh adalah BRI Syariah yang
memiliki kapasitas untuk menjadi pemberi hutangageimana yang

disyaratkan. Mugridh bertindak dalam rangka melakukan pengalihan
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hutang atas aset yang dimiliki oletugtaridhdi BMI atas permintaan dan
persetujuanmugtaridh Mugqtaridh, adalah pemilik aset berupa KPR di
BMI yang kepemilikannya berdasarkan alkgtkah.

Setelah muqgridh menguasai penuh aseahugtaridh, maka
mugridh menjualnya kepadamugtaridh dengan menggunakan akad
murabahah Akad ini tidak termasuk dalam kategori satu tedss dua
akad yang oleh sebagian ulama figh diharamkan. ii akad gardh
terpisah dengan akachurabahah Dari aspekmauqud‘alih juga sudah
jelas, yaitu ada barang berupa aset atas kepemiliummah yang bisa
diakad salam dan bisa timbang dan ditakar dengegahdadi komoditas
yang dijadikan objek akad bukan sejumlah uangpidterupa barang dan
bisa dijaminkan. Ketentuan ini juga bisa dibenarkalah Kompilasi
Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 36 yang menyatakhwdegardh adalah
penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuaygaah dengan
pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam kntoelakukan

pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangkautertentu.

B. Analisis Pelaksanaan Take Over KPR Menggunakan Akad Qardh dan
Murabahah Di BRI Syariah Cabang Serang) Relevansinya Dengan Fatwa
DSN No 31/DSN-M UI/V1/2002 Tentang Pengalihan Utang

Islam merupakan agama yang mengatur berbagai &spedupan
manusia, aspek-aspek ajaran Islam tersebut tidadt dipisahkan antara satu

dengan yang lainnya, karena merupakan suatu hubuyayag terjalin erat
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sekali. Karena eratnya jalinan tersebut, maka bagang satu merupakan
bagian dari yang lainnya, sehingga tanpa adanysh sstu bagian tersebut
bagian yang lainnya tidak sempurna. Meskipun deanikaspek-aspek ajaran
Islam tersebut masih dapat dibedakan antara sagadeyang lainnya. Setiap
aspek kehidupan yang dihadapi manusia ada hukunfwggib, sunnah,
haram, mubah), di samping juga ada hikmahnya.

Sejalan dengan pertumbuhan hukum Islam, menunjulieiwa
pengaruh adat social kultural masyarakat terhadagbpntukan hukum Islam
sangatlah kuat, hal ini terlihat pada hasil ijtih@dra imam madzhab.
Pengaruh adat dalam kehidupan hukum adalah sesahtang tidak perlu
dirisaukan. Sebab, hukum yang bersumber dari adeta pprinsipnya
mengandung proses dinamis penolakan bagi yang ldawlpenerimaan bagi
yang baik sesuai dengan kebutuhan objektif masgardlersoalan menjadi
serius manakala pertumbuhan suatu kebiasaan mkayasecara absolut
bertentangan dengan hukum. Hukum Islam mengakomaaldast suatu
masyarakat sebagai sumber hukum selama tradisbt#rédak bertentangan
dengan nash al-Qur'an maupun al-surtah.

Di perbankan syariah tidak menganut sistem bungaun lebih
mengedepankan rasa tolong menolong, salah sataityadalam fasilitasake
overyang ada di BRI Syariah.

Take over yang ada di sini yaitu pengalihan utang dari b&ak

bank, yang mana nasabah mempunyai utang ke BMI diamu

5 Said Agil Husein al-Munawar, MA.Hukum Islam dan Pluralitas sosiallakarta:
Penamadani, 2004, h. 41.
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mengalihkannya ke BRI Syariah, yaitu dengan card 8Rriah memberikan

gardh kepada nasabah dan denggardh tersebut nasabah dapat melunasi

utang yang ada di bank langardh berupa pinjaman tanpa adanya tambahan

karena setiap tambahan mengandung riba. Setelaatasnelunasi utang
yang ada di bank lama nasabah pun terbebas dak tiempunyai

tanggungan lagi ke BMI, akan tetapi nasabah mermgiuayggungan untuk
melunasigardhyang telah diberikan oleh Bank BRI Syariah.

Adapun ketentuan ini sudah sesuai dengan Fatwa ID&8yari’ah
Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihamang ketentuan
dalam fatwa DSN tentang pengalihan utang terdagtenkuan akad.

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :
1. Pengalihan hutang adalah pemindahan hutang nasilpabank/lembaga

keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangaraisyar

2. Al-qgardh adalah akad pinjaman dari LKS kepada nasabah denga

ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokgknpan yang
diterimanya kepada LKS pada waktu dan dengan @anggmbalian yang
telah disepakati.

3. Nasabah adalah (calon) nasabah LKS yang mempumgdit Khutang
kepada Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) untuklpsian asset,
yang ingin mengalihkan hutangnya ke LKS.

4. Aset adalah aset nasabah yang dibelinya melalditkoari LKK dan

belum lunas pembayaran kreditnya.



68

Mengenai persoalatake overyang terjadi dari BMI ke BRI

Syariah, di sini memiliki kesamaan bahwake overatau pengalihan hutang

yang dimaksud adalah pengalihan atas pembiayaan y&PB berasal dari

BMI yang ditakeoveroleh BRI Syariah dengan menggunakan a§adih

Aset yang dimaksud dalam fatwa DSN di sini adalsét atas kepemilikan

rumah yang beli secara mencicil dari BMI. Hutanckado yang dimaksud

adalah sisa cicilan KPR dari BMI yang masih merkasawaktu pembayaran

13 tahun atau 156 bulan, yang sebelumnya sudalggliaselama dua tahun

atau 24 bulan. Adapun akaprdh sebagai instrumen pelunasan pada BMI

dihitung berdasarkan sisa hutang pokok dan dis¢éippkebayarannya oleh
nasabah di BRI syariah dengan akad Murabahah.

Ketentuan akad ini terdapat empat alternatifgyaalah satu
alternatifnya (alternatif ke 1) tersebut adalalsuse dengan contoh kasus
dalam pembahasdake overdari BMI oleh BRI Syariah yang berbunyi :

1. LKS memberikargardh kepada nasabah. Dengaardh tersebut nasabah
melunasi kredit (utang)-nya dan dengan demikiaret asng dibeli
tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.

2. Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada L&Sdengan hasil
penjualan itu nasabah melungardimya kepada LKS.

3. LKS menjual secaranurabahahaset yang telah miliknya tersebut kepada
nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.

4. Fatwa DSN nomor : 19/DSN-MUI/IV/2001 tentardrQard dan fatwa

DSN Nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentanylurabahah berlaku pula
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dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utangeselaaa alternative
[ ini.
Alternatif pilihan pertama pengalihan hutang yarigtut dalam

Fatwa Dsn No. 31/DSN-MUI/VI/2002 memiliki kemiripatiengan praktek
take overyang dilakukan oleh BRI syariah terhadap nasalmhbymana BRI
Syariah memberikamardh kepada nasabah untuk melunasi hutangnya di
BMI, sehingga kepemilikan rumah menjadi hak penasabah. Nasabah
sudah tidak lagi memiliki kaitan hutang piutang giem pihak BMI. Nasabah
hanya memiliki hutang atas akgdrdh maka nasabah menjual aset tersebut
dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi ke pih&k 8yariah. Aset ini
dijual kembali oleh BRI Syariah ke nasabah dengsnggunakan akad
murabahahdan nasabah membayarnya secara mencicil tiab sdEma

Sembilan tahun.

. Analisis Pelaksanaan Pembiayaan KPR Di Perbankan Syariah
(Pembiayaan KPR Di BMI| Dan BRI Syariah Cabang Serang) Dilihat
Dari Margin.

Dalam penentuan margin dalam setiap akad pasti bkapeda,
sehingga kemudian harus dilihat dulu bagaimana ngasiasing karakter
akad yang berlaku di perbankan syariah. Gambanakiea margin pada akad

gardhadalah sebagai berikut :
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Qardh dimiliki dengan serah terima, ketika ia telah ditex oleh
mugqtaridh maka telah menjadi miliknya dan berada dalam tamggu
jawabnya.

Al gardh biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jikapdem
pembayarannya diberikan maka akan lebih baik, lkardebih
memudahkannya lagi.

Jika barang asli yang dipinjamkan masih ada sepentiula maka harus
dikembalikan dan jika telah berubah maka dikembalikemisalnya atau
seharganya.

Diharapkan segala persyaratan yang mengambil kegatuapapun bagi
mugqridh dalam gardh, karena menyerupai riba, bahkan termasuk dari
macam rib&.

Adapun biaya yang dibebankan pada peminjam untuk

menghindarkan diri dari riba, biaya administragigainjamargardh:

1.

2.

Harus dinyatakan dalam nominal bukan persentase.
Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta tesbptala hal-hal yang
mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.

Ketentuan dan syarat sghardh:

. Qardhharus tertentu dalam takaran, timbangan atau jumlah

. Jelas kriteria sifat atau besarnya dan jika padaahemaka dalam

batasannya umur.

® MuhammadTeknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin RaBank SyariahUl!

Press, Yogyakarta, 2004, h.40.

" Warkum SumitroAsas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga iT¢Bé&MUI

& Takaful ) Di IndonesiaRajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 40.
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3. Qardhharus dilakukan orang yang boleh mengelola hgata tashorruj,
maka tidak bolelgardhdari orang yang ditahan dari mengelola hartanya
(mahjuul) atau dari anak kecil atau dari orang yang tid&knifiki barang
tersebut.

4. Tidak menarik keuntungan dayardhyang dibayarkan

5. Tidak boleh digabungkan dalagardh, akadyang lain sepertakad jual
beli dan lainny&.

Jika dilihat dari aspek margin antara kedua bardcialy tersebut
memang sangat berbeda dalam menentukan marginnBédizah yang harus
dibayarkan nasabah kepada BMI itu lebih besar diipgkan di bank BRI
syariah dalam produk KPR, akan tetapi ketentuang ydierapkan BMI
tersebut berdasarkan prosentase bagi hasil dengamggunakan akad
musyarakah mutanagisaRembagian bagi hasil dalasyirkahini, merupakan
bagi hasil antara keuntungan dan kerugian dimarsangrnasing pihak yang
bersyirkahtidak hanya menerima pembagian hasil keuntunganunguga
menerima pembagian atas kerugian yang dideritagnkarhal ini juga
berdasarkan pemberian modal yang disertakan nasabah

Karena akad yang digunakan dalam pembiayaan KPR ini
menggunakan akadmusyarakah mutanagisahdimana-mana keduanya
menyertakan modal maka dalam penentuan nisbah jog@asarkan

penyertaan modal dari keduanya tersebut.

& Muhammad©p. Cit, h. 40.
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Sementara, jika melihat margin yang dibebankan BRriah
kepada nasabah itu berdasarkan akadabahah yang manamurabahah
yaitu jual beli dengan adanya tambahan harga @sahlblah keuntungan yang
disepakati bersama. Dalam prakteknya, besaranmisiga sudah ditentukan
dalam jumlah nominal sebesar 62.709.940,- dagah@ral aset sebesar Rp.
98.000.000-, dengan pembayaran angsuran perbulaebgaar 1.488.055,-.

Dari uraian di atas tampak jelas bahwa di dalanih fdjkenal
adanya jual beli dengan pembayaran tempo dan @liainemakai uang muka.
Pembayaran atau harga bisa lebih rendah jika pé&nbedban pembayaran
dilakukan dalam waktu lebih cepat sebaliknya lelaggang waktu lebih lama
maka harga bisa lebih tinggi. Mengenai hukumnyaa adama yang
membolehkan dan ada yang tidak membolehkan.

Jual beli sistem kredit pemilikan rumah adalahesistpenjualan
yang fleksibel, dalam arti harga bisa lebih pendgdbaliknya bila diangsur
dalam waktu yang lebih lama, harga lebih tinggitbBdaan jual beli tidak
tunai kredit pemilikan rumah di Indonesia denganihfi terletak pada
penentuan kenaikan harga. Dalam figih tidak ditesuprosentase (bunga),
dalam KPR ditentukan prosentase, seperti 9%, 128 Id&#0. Penentuan

seperti inilah yang menjadi persoalan jika dililati hukum Islan.

°Chuizaimah T. YanggoProblematika Hukum Islam Kontemporefakarta: Pustaka
Firdaus, 1995. h. 73.



